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Indonesia masih terus berjuang bersama dalam 
menangani pandemi Covid-19 yang tanpa terasa telah 
melanda lebih dari satu tahun lamanya. Berbagai upaya 
terus dikerahkan oleh Pemerintah, tidak lupa 
menggabungkan seluruh unsur yang ada demi 
tercapainya herd immunity demi bangkitnya bangsa ini. 
Vaksinasi terus digencarkan tidak hanya di pulau Jawa, 
tetapi terus menerus di dorong ke berbagai daerah 
lainnya. Tiap-tiap unsur yang berkolaborasi bersama 
dalam melawan pandemi ini sedikit demi sedikit 
memulihkan bangsa kita dari keterpurukan yang 
menerpa. 

Menjadi salah satu tulang punggung pembangunan, 
kecakapan infrastruktur akan memudahkan mobilisasi 
keperluan masyarakat dalam berbagai sektor. Berbagai 
pembangunan terus digencarkan tanpa adanya 
halangan dari pandemi yang sedang melanda. tentu 
dengan protokol kesehatan yang ketat, Pemerintah terus 
memastikan pembangunan yang ada salah satunya 
dalam sektor kereta api cepat tetap sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan. 

Bukan tanpa alasan, infrastruktur kereta cepat menjadi 
salah satu dari sekian banyaknya pembangunan yang 
mampu menghubungkan Indonesia tanpa celah. Sesuai 
dengan visi pembangunan Presiden, menyambungkan 
berbagai kawasan kehidupan masyarakat akan 
menciptakan kemajuan dan perubahan tatanan 
kehidupan bangsa. Tentunya, penanganan Covid-19 juga 
akan semakin mudah dan terintegrasi dengan nyata. 

Perbaikan sektor infrastruktur akan menjadi pondasi 
kuat bagi penanganan sektor lainnya, baik bagi sektor 

kemaritiman dan investasi secara keseluruhan, maupun 
berbagai kepentingan masyarakat yang ada. 
Proyek-proyek prioritas akan baru berjalan baik disaat 
pembangunan infrastruktur telah memberikan 
kemajuannya. 

Berbagai informasi beragam tentang berbagai 
kebijakan pemulihan Pandemi Covid-19 dalam konteks 
kemaritiman dan investasi kami sajikan secara 
komprehensif di dalam Majalah Marves Edisi Triwulan II 
tahun 2021. Kami juga tidak lupa menyampaikan kilas 
balik berbagai program Kemaritiman dan Investasi 
selama kurun waktu triwulan kedua beserta 
visualisasinya. 

Pandemi Covid-19 masih menjadi bagian dari 
kehidupan kita, tetapi bukan berarti kita tidak mampu 
memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. 
Berbagai akumulasi usaha-usaha kecil kita dalam 
mencegah dan mengobati pandemi ini tentu 
memberikan dampak signifikan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Terus jaga protokol kesehatan dan 
melindungi semua orang yang kita sayangi, semoga 
mampu menjadi setitik penyemangat bagi kita semua 
sekarang ini. Terus kawal program Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 
dengan berbagai konten dan materi yang kami sajikan.

Selamat membaca,
Salam Marves! 
Andreas Dipi Patria 

Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves

 

Sambung Menyambung 

Menjadi Satu 

Kemenko Bidang
Kemaritiman dan Investasi RI

www.maritim.go.id @kemenkomarves@kemenkomarves
Kemenko Bidang
Kemaritiman dan Investasi

@kemenkomarves Marves Podcast

@kemenkomarves

Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi

Mimin punya tebak-tebakan nih. 

Topiknya tentang program sektor 

kelautan dan perikanan Indonesia

Ayo, kalau ada yang tahu singkatan 

program diatas

tulis di kolom komentar ya!

@darrel_oroza

LIN : LUMBUNG IKAN NASIONAL

KJA : KERAMBA JARING APUNG

NLE : NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

ICRG : INDONESIA CORAL REEF GARDEN
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Mendekatkan Jakarta – Bandung 

Menko Luhut Pantau Perkembangan 

Infrastruktur Kereta Api Cepat (KCIC) 

Jakarta Bandung 
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Majalah Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut B. Pandjaitan, memastikan pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat 
Jakarta – Bandung (KCJB) berjalan lancar dan akan segera selesai pada tahun 2022. Pada 
bulan April 2021, Menko Luhut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 
Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoadmodjo, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil, serta turut hadir Duta Besar Repulik Rakyat Tiongkok Xiao Qian, melakukan 
kunjungan ke lokasi Kereta Cepat di wilayah Bandung, Jawa Barat. 

Lokasi pembangunan yang ditinjau oleh Menko Marves beserta rombongan adalah Stasiun 
Padalarang, Stasiun Tegalluar, Depo Angkutan Rel Tegalluar, dan fasilitas Track Laying 
(pembaruan lintasan) Tegalluar. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui 
kondisi pembangunan stasiun seiring dengan adanya rencana penambahan titik stasiun di 
Padalarang.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh PT KCIC, penambahan Stasiun Padalarang 
dilakukan untuk memberikan pilihan kenyamanan terintegrasi yang lebih baik untuk 
masyarakat. Diharapkan nantinya penambahan titik ini dapat membantu pengembangan 
daerah sekitar.

“Saya ingin dipastikan seluruh pembangunan di Stasiun Padalarang ini akan selesai pada 
bulan Juli, nanti akan saya tinjau kembali pembangunannya,” ungkap Menko Luhut ketika 
meninjau Stasiun Padalarang. Hal yang sama kembali diutarakan ketika peninjauan di 
kawasan Stasiun Tegalluar, “pembangunan di Stasiun Tegalluar serta pengerjaan 
pemasangan rel akan selesai pada bulan Oktober dan akan kita tinjau kembali kesiapannya,” 
ujarnya. 

Pembangunan kontruksi di Stasiun Tegalluar terus dilakukan untuk mengejar target 
penyelesaian di tahun 2022. Menko Marves beserta rombongan juga melihat track laying 
facility yaitu fasilitas penunjang pemasangan rel. Pada fasilitas ini, rel yang tiba dari Depo 
Tegalluar kemudian diluruskan untuk selanjutnya dilakukan tes uji, setelahnya disambung dari 
masing-masing 50-meter menjadi 500-meter dengan sistem las. Setelah proses selesai, 
rel-rel yang sudah disambung itu diberangkatkan dari track laying facility menuju lokasi 
pemasangan rel di trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dilanjutkan dengan kunjungan pada Bulan Mei, Menko Luhut mendampingi Presiden Joko 
Widodo mengecek langsung perkembangan pembangunan konstruksi proyek di Bekasi. Saat 
ini pembangunan proyek tersebut diketahui telah berada pada kisaran 73 persen dari 
keseluruhan proses pembangunan. 

Peninjauan bermula di lokasi Casting Yard #1 di Kelurahan Warunghaja, Kecamatan Cikarang 
Utara, Kabupaten Bekasi, yang merupakan fasilitas seluas 165.500-meter persegi untuk 
memproduksi box girder (balok penyangga) untuk selanjutnya didistribusikan ke area 
Jakarta-Karawang selama proses pembangunan. Peninjauan berikutnya menuju lokasi 
peninjauan selanjutnya yang berada di Tunnel #1 KCJB. Terowongan dengan panjang 
keseluruhan mencapai 1.885-meter tersebut melintas di bawah tol Jakarta-Cikampek.
Pemerintah berharap ada transfer teknologi pada pembangunan kereta cepat 
Jakarta-Bandung ini. 

Untuk diketahui, rangkaian KCJB tersebut akan bermula dari Stasiun Halim, Jakarta, yang 
akan berperan sebagai stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan dan berakhir di Stasiun 
Tegalluar, Bandung, dengan panjang rute keseluruhan mencapai 142,3 kilometer. Keseluruhan 
rute KCJB diperkirakan dapat ditempuh hanya dalam waktu 46 menit.

“Setiap 3 (tiga) bulan kita akan melakukan evaluasi serta pengecekan dari kemajuan 
pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga pengerjaannya tepat waktu”, jelas 
Menko Luhut melengkapi agenda pengecekan proyek bersama Presiden. 

Menko Luhut saat ini telah ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus 
memantau proyek tersebut. Pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung yang dikerjakan 
oleh PT KCIC berjalan secara paralel. Selain pembangunan jalur kereta, pembangunan stasiun 
dan sarana penunjang lainnya juga menjadi target yang akan diselesaikan pada tahun 2022.
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“
Majalah Marves, Pemerintah Indonesia dan Singapura 
telah menyepakati berbagai langkah strategis agar 
pengambilalihan pengelolaan Flight Information 
Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau dapat segera 
diselesaikan sampai dengan akhirnya nanti disahkan 
oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). 

Kedua negara telah menyepakati beberapa elemen 
kunci dari proses percepatan pengambilalihan FIR 
dimaksud. Elemen tersebut antara lain bahwa 
Singapura mengakui kedaulatan Indonesia atas ruang 
udara Indonesia di atas seluruh daratan, perairan 
kepulauan, dan laut territorial sesuai hukum 
internasional. Atas hal tersebut, Singapura akan 
kembalikan FIR Indonesia. Selain itu kedua negara 
juga akan menyepakati pengaturan tertentu terkait 
layanan navigasi penerbangan yang super sibuk di 
sekitar ruang udara Singapura dan Kepulauan Riau. 
Diketahui bersama bahwa ruang udara di area 
tersebut merupakan salah satu hub tersibuk di 
kawasan.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan 
Energi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio D. Araujo, 
menyatakan bahwa sejak awal usaha 
pengambilalihan FIR, Pemerintah Indonesia 
memfokuskan dua jalur utama secara parallel, yaitu 
jalur teknis peningkatan kemampuan layanan 
navigasi dan jalur diplomasi. Lebih lanjut, “dari 
berbagai proses yang telah dilakukan, Indonesia saat 
ini sudah sangat mampu dari sisi teknologi maupun 
sumber daya manusia dalam memberikan layanan 
navigasi udara, atau pengelolaan FIR, di seluruh 
ruang udara Indonesia,” jelasnya di Jakarta baru-baru 
ini. 

Hal ini secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) dan Perusahaan Umum 
(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). “Saat ini, 
khususnya di ruang udara di atas Natuna dan 
Kepulauan Riau, Indonesia dinilai telah sangat 
mampu untuk melayani navigasi penerbangan,” sebut 
Deputi Basilio. 

Langkah kedua, sambungnya,  adalah dengan 
melakukan diplomasi. Hal ini dilakukan melalui 
perundingan pengambilalihan FIR dengan Singapura. 

Selain itu, Indonesia juga terus melakukan komunikasi 
dengan Malaysia. Kementerian Perhubungan, bersama 
dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, terus 
melakukan percepatan proses perundingan 
pengambilalihan FIR.

“Kementerian Perhubungan sedang melakukan 
perundingan secara intens dengan counterpart nya di 
The Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS). 
Diharapkan dengan adanya kesepakatan percepatan 
yang terbaru, kesepakatan pengambilalihan FIR bisa 
diselesaikan dalam tahun 2021,” beber Deputi Basilio. 
Yang harus digaris bawahi, pungkasnya, bahwa 
pengambilalihan FIR tidak selesai pada saat 
Indonesia-Singapura menandatangani perjanjian 
realignment FIR. Namun hal ini baru dianggap selesai 
ketika perjanjian tersebut disahkan oleh International 
Civil Aviation Organization (ICAO). Untuk itu tentunya 
membutuhkan komitmen dan dukungan dari 
negara-negara di kawasan, khususnya Singapura dan 
Malaysia.

Pengambilalihan FIR atau ruang udara Indonesia 
merupakan implementasi  UU No 1 Tahun 2009 
tentang Penerbangan.  Pada pasal 458, disebutkan 
bahwa pelayanan navigasi penerbangan di wilayah 
udara RI yang didelegasikan negara lain melalui 
perjanjian, harus dievaluasi dan dilayani Lembaga 
Navigasi Penerbangan Indonesia paling lambat 15 
tahun sejak diundangkan atau pada Tahun 2024. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga telah 
memberikan instruksi agar kiranya pengambilalihan 
FIR bisa diselesaikan secepat-cepatnya

Pengelolaan FIR menjadi suatu hal yang amat penting 
karena memungkinkan negara pengelolanya untuk 
memiliki akses terhadap informasi lalu lintas 
penerbangan, keamanan negara hingga pemasukan 
keuangan. 

Percepatan Pengambilalihan FIR 
Pemerintah Indonesia Upayakan 

Indonesia saat ini sudah sangat 
mampu dari sisi teknologi maupun sumber daya 
manusia dalam memberikan layanan navigasi udara, 
atau pengelolaan FIR, di seluruh ruang udara Indonesia.

Basilio D. Arauio

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
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Majalah Marves - Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung 
Ikan Nasional atau M-LIN masih terus dikejar dan menjadi 
salah satu major project atau proyek prioritas strategis di 
bidang kemaritiman terutama di sektor perikanan Indonesia. 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI) 714 (Laut Banda), 715 (Laut Halmahera), dan 718 
(Laut Arafuru) menjadi beberapa titik yang nantinya akan 
dikelola untuk proyek M-LIN ini dengan membangun 
berbagai infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai 
untuk melakukan kegiatan perekonomian di sektor kelautan 
dan perikanan. Berdasarkan Kepmen KP No. 50 Tahun 2017 
dan DJPT KKP, khusus untuk WPPNRI ini saja, sudah ada 
kondisi eksisting potensi sumber daya ikan sebesar 950.000 
ton per tahun. Kondisi eksisting ini saja sudah sangat 
melimpah, belum lagi dengan masuknya pembangunan 
infrastruktur pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di 
sana, juga adanya pengembangan yang meluas untuk 
WPPNRI 717, yaitu kawasan perairan Papua dan Papua Barat. 

Kondisi sarana dan prasarana yang ada sekarang masih 
belum bisa mencukupi kebutuhan domestik maupun 
ekspor internasional, jika ingin bisa mencapai target 
produksi sebesar 750.000 per tahun. Untuk itu, terus 
dilakukan pengembangan infrastruktur berupa sarana 
dan prasarana seperti pelabuhan dan bandara bertaraf 
internasional Ambon New Port dan Bandara Frans 
Kaisiepo, cold storage, chiller, pabrik es, kapal kargo, 
kontainer freezer, pesawat freighter, kendaraan 
berpendingin, dan adanya kebutuhan listrik di sekitar 
infrastruktur terkait. Sementara itu, khusus untuk listrik 
akan didukung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
melalui PLNG, PLTU, dan PLTU Atap.

Pada sisi yang lain, terdapat perkembangan yang sudah 
ditempuh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber 
Daya Maritim. Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan 

Sumber Foto: Tribun

Progress M-LIN 
Menjanjikan Hal Positif

Terus Kejar Proyek Prioritas 
Sektor Kelautan dan Perikanan, 
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Perikanan Tangkap Ikram Malan Sangadji menjelaskan bahwa untuk saat ini 
terkait M-LIN, masih terjadi pembahasan hasil studi pendahuluan 
pembangunan Ambon New Port dan pembahasan MoU Penanggung Jawab 
Proyek Kerja Sama (PJPK) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hasil pembahasan tersebut 
sebagai dasar untuk  menindaklanjuti proses Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha (KPBU). 

Asdep Ikram juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah 
menyiapkan strategi kerja sama program M-LIN melalui kerjasama dengan 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendorong pembangunan 
infrastruktur wilayah khususnya perikanan di WPPNRI 714, 715, dan 718. 

M-LIN bukan hanya untuk pengelolaan perikanan tangkap saja, tetapi 
berkaitan juga dengan pemanfaatan dan pengembangan perikanan budidaya. 
Beberapa budidaya yang sedang dicoba untuk dikembangkan, yaitu 
komoditas udang dan rumput laut. Khusus untuk komoditas rumput laut, 
sedang dilakukan akselerasi produksi rumput laut dari Kabupaten Maluku 
Tenggara. Ditargetkan pada sisi hulu terjadi kenaikan produksi lokal sebanyak 
10 kali lipat. Sementara di tingkat provinsi ditargetkan melalui MLIN produksi 
rumput laut naik menjadi 1,8 juta ton atau setara dengan 15% produksi nasional 
pada tahun 2024. Untuk mencapai hal ini, dilakukan beberapa target jangka 
pendek, yaitu dimulainya pengembangan kluster atau kampung rumput laut 
berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara, pengembangan 2 unit kebun 
bibit rumput laut bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, 
untuk menjamin ketersediaan bibit unggul bagi masyarakat setempat, 
kemudian dukungan sarana produksi yang ramah lingkungan, dukungan 
asistensi teknis dan pelatihan untuk penerapan teknologi budidaya yang lebih 
baik, serta membuka peluang pendidikan untuk anak-anak pembudidaya 
melanjutkan sekolah ke Politeknik KP yang ada di Ambon.

Pada sisi hilir pengembangan budidaya rumput laut, masih dalam tahap yang 
tradisional dan belum cukup modern. Pengeringan rumput laut masih 
dikeringkan secara tradisional dengan hamparan kecil, hanya ada 2 pabrik 
pengolahan rumput laut untuk produksi Chip Alkali Treated Cottoni (ATC), 
pabrik tidak beroperasi dan tidak efisien, dan pengepul hanya ada 1 (satu) 
hingga 3 (tiga) saja yang membawa hasil rumput laut kering ke Makassar dan 
Surabaya. 

Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Perikanan Budidaya Mohamad 
Rahmat Mulianda mengatakan bahwa akan dikerjakan beberapa hal untuk 
menyelesaikan isu yang ada di sisi hilir. 

“Kita akan melakukan beberapa hal, yaitu dengan penyelesaian KSO antara 
pemda setempat dengan pihak ketiga, kemudian penguatan kerja sama atau 
kemitraan yang mutual benefit antara pembudidaya dengan pengumpul, dan 
diadakan diklat atau penyuluhan untuk penanganan pasca panen rumput laut 
yang lebih baik dan  sesuai standar mutu,” ujar Asdep Rahmat saat dimintai 
keterangannya (30-06-2021).

Seluruh pengembangan kawasan produksi perikanan yang besar di M-LIN ini 
pada dasarnya memerlukan dukungan teknologi yang mampu membuat 
segala produk olahan dari sektor kelautan dan perikanan mampu dinikmati 
oleh pasar domestik dan internasional. Kualitas dan mutu dari sebuah produk 
menjadi titik kunci keberhasilan M-LIN untuk Indonesia dan di mata dunia. 
Teknologi menjadi titik berat untuk menjaga kualitas dari produk kelautan dan 
perikanan M-LIN. Dalam konteks ini, pengembangan teknologi karya buatan 
anak bangsa melalui hilirisasi sumber daya maritim perlu dilakukan. 

Salah satu caranya sudah mulai dikerjakan untuk M-LIN, yaitu mendorong PT 
Industri Kereta Api (PT INKA) untuk memulai produksi mini reefer container 
dan juga ukuran normalnya yang masih bergantung oleh buatan dari luar 
negeri. “Ini sudah ada rencana desain dan pembiayaannya, kita akan bahas lagi 
bersama dengan para pelaku usaha dan juga Universitas Brawijaya yang ikut 
terjun dalam pengembangan desain teknologi ini,” papar Asisten Deputi 
Hilirisasi Sumber Daya Maritim Amalyos Chaniago saat dimintai keterangannya 
(25-06-2021). 

Melalui program M-LIN akan tumbuh industri perikanan yg menghasilkan 
produk perikanan berkualitas ekspor, memenuhi permintaan domestik yang 
tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah, penerimaan negara, 
menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
nelayan.

Maluku dan Maluku 

Utara sebagai 

Lumbung Ikan 

Nasional atau M-LIN 

masih terus dikejar 

dan menjadi salah 

satu major project 

atau proyek prioritas 

strategis di bidang 

kemaritiman 

terutama di sektor 

perikanan Indonesia.
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Majalah – Marves, “Penanganan banjir Jakarta memerlukan integrasi di hulu, tengah, dan 
hilir,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) 
Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Ciawi (Cipayung) 
dan Bendungan Sukamahi yang terletak di hulu Sungai Ciliwung pada Rabu 
(05-05-2021).

Dalam menanggulangi banjir Jakarta, pemerintah pun melakukan beberapa upaya. 
Diantaranya, dengan membangun dry dam di Bendungan Ciawi dan Bendungan 
Sukamahi. Pembangunan kedua bendungan ini sendiri merupakan bagian dari Proyek 
Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 
2020.

Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan sister dam bendungan kering 
atau dry dam yang pertama kali dibangun di Indonesia. Berbeda dengan bendungan 
pada umumnya, bendungan ini difungsikan sebagai penahan air atau pengendali banjir 
Jakarta. Dibangun tanpa turbin atau pintu air, bendungan baru akan digenangi air pada 
musim hujan dan kering selama musim kemarau. 

Mengacu pada data rekapitulasi debit banjir periode ulang 50 tahunan, setelah 
pembangunan selesai kedua bendungan akan mampu mereduksi banjir sebesar 11,9 
persen. Secara total, kapasitas tampung air adalah 7,73 juta m3 dan luas genangan 44,63 
hektar sehingga diharapkan dapat mengurangi banjir hingga 127,22 m3/detik. Diketahui 
sungai di Jakarta hanya memiliki daya tampung sebanyak 2.300 m3, tapi kalau cuaca 
ekstrim debit air bisa mencapai 3.300 m3. Selisihnya mencapai 1.000 m3 sehingga 
diperlukan juga penyelesaian masalah banjir dari tengah dan hilir.

Pengendalian 
Banjir Jakarta 

Bukan Hanya 
Soal Ibukota

Jakarta harus 

memiliki ketahanan 

dan daya dukung 

lingkungan yang 

berkelanjutan karena 

pembangunan pesisir 

Jakarta ini akan 

menjadi jawaban 

untuk Jakarta.

Sumber Foto: Antara
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Selain itu, berdasarkan kegiatan prioritas Pengembangan 
Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital 
Integrated Coastal Development (NCICD), Presiden Joko 
Widodo telah memberikan arahan saat rapat terbatas pada 27 
April 2016. Beliau mengungkapkan bahwa Jakarta harus 
memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang 
berkelanjutan karena pembangunan pesisir Jakarta ini akan 
menjadi jawaban untuk Jakarta.

Rencana PTPIN diharapkan dapat berkontribusi terhadap 
upaya pengendalian banjir, banjir rob, kualitas air, air baku, 
dan land subsidence sebagai implementasi Major Project 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.

Beberapa komponen dari program PTPIN adalah 
perlindungan banjir melalui pembangunan tanggul 
pantai-muara sungai adaptif dan terintegrasi, penyediaan air 
bersih; pengendalian penurunan muka tanah, peningkatan 
kualitas air; revitalisasi kawasan pesisir; serta pembangunan 
tanggul terbuka, adaptif, dan terintegrasi dengan jalan, 
transportasi publik, juga pengembangan kawasan sebagai 
perlindungan penuh. Pemerintah tengah menyusun konsep 
yang disebut sebagai Integrated Flood Safety Project (IFSP) 
dan Waduk Lepas Pantai (WLP). Kedua rencana ini akan 
diberdayakan sebagai alternatif dalam pembangunan PTPIN. 

WLP diharapkan akan menjadi solusi holistik Teluk Jakarta, 
diantaranya penyelesaian banjir dan rob melalui sistem polder 
(danau air banjir, pompa, saluran transversal, kanal); 
penyelesaian keterbatasan air baku melalui pembangunan 
danau air baku; penyelesaian pencemaran air melalui isolasi 
dan pengolahan limbah di hilir; serta penyelesaian lahan baru 
melalui konsep penurunan muka air WLP pada -5 meter.

Berbagai langkah konsolidasi dan percepatan pun telah 
dilakukan, salah satunya dengan dibentuknya tim PTPIN 
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Nomor 99 Tahun 2020 yang 
ditetapkan tanggal 21 Juli 2020. Masa kerja tim 
multistakeholder ini telah berakhir dan perlu diperbaharui. 

Selanjutnya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta melakukan pembangunan drainase dan normalisasi 
sungai. Diketahui terdapat 13 sungai yang melintasi Jakarta 
yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi, yakni Sungai 
Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, 
Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, 
dan Cakung. Kegiatan normalisasi sungai juga dilakukan 
secara terpadu melalui perencanaan yang terintegrasi dengan 
berbagai program lainnya. Contohnya, normalisasi Sungai 
Cakung dan rencana pembangunan bendung gerak yang 
mengantisipasi rencana kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL). 
Lebar kanal CBL akan bervariasi antara 30-120 meter dan 
kedalaman antara -4 sampai -2 mdpl.

Kali Cakung di Jakarta panjangnya 39,59 kilometer dengan 
daerah pengaliran sungai (DPS) seluas 154,78 km². Curah 
hujan harian rata-rata sebesar 142 mm dan debit puncak 60 
m³. Kali Cakung yang mengaliri Kota Bekasi dan bagian timur 
DKI Jakarta ini seringkali menyebabkan banjir di beberapa 
titik sepanjang bantaran kali. Banjir terakhir terjadi pada 
pertengahan Februari 2021 dengan ketinggian genangan 
beragam antara 20 cm hingga 2 meter. Oleh karena itu, saat 
ini sedang diajukan detail engineering study (DED) yang akan 
menjadi pedoman untuk menangani banjir secara terintegrasi 

dan menjadi dasar dalam penyusunan tata ruang maupun 
kebijakan lainnya.

Rencana Pembangunan Bendung Gerak dan Inland Waterway 
Kanal CBL juga menjadi salah satu bentuk dukungan 
infrastruktur pengendalian banjir. “Oleh karena itu, perlu 
dilakukan penyelarasan antara rencana pembangunannya,” 
sebut Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan 
Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat. CBL pun 
termasuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Soal kebutuhan air, pemerintah juga sedang membangun 
Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur yang juga 
termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan 
Karian ini termasuk dalam tipe bendungan urugan batu 
dengan inti tegak. Luas lokasi adalah 2.226,44 hektar yang 
mampu memuat air sebanyak 314,7 juta m3. Dengan fakta 
tersebut, Bendungan Karian tercatat sebagai bendungan 
terbesar ketiga setelah Bendungan Jatiluhur dan Bendungan 
Jatigede. Nantinya, Bendungan Karian akan menyuplai air 
baku dan irigasi, pengendali banjir, dan berpotensi sebagai 
sarana rekreasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
(PLTMH).

Selain upaya-upaya penanganan banjir di atas, pemerintah 
juga akan melakukan integrasi PTPIN dengan mengantisipasi 
Investasi Infrastruktur pengembangan kawasan di sepanjang 
pesisir, seperti perluasan Kawasan Ancol; Mass Rapid Transit 
(MRT); Kawasan Sunda Kelapa-Kota Tua dan sekitarnya; 
penataan pulau hasil reklamasi dan kawasan pemukiman; 
pelestarian ekosistem 13 Muara Sungai; Pengembangan Pusat 
Perikanan Nasional Terpadu/National Fisheries Center (NFC) 
Nizam Zachman-Sunda Kelapa-Muara Angke; pengembangan 
Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, maupun berbagai objek 
vital nasional yang ada di kawasan pesisir (pantai utara) 
ibukota.

Dalam tataran implementasi, pembangunan infrastruktur 
pengendali banjir dan rekayasa pantai menerapkan konsep 
ekonomi biru (blue economy) yang diharapkan mampu 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara adil, memelihara daya dukung dan kualitas 
lingkungan pesisir maupun lautan, memerhatikan kesesuaian 
rencana tata ruang yang telah diintegrasikan antara darat dan 
laut, serta melakukan kajian lingkungan yang komprehensif 
sehingga memberi dampak positif terhadap lingkungan, 
penerapan investasi pembangunan yang menganut green 
infrastructure dan alam sebagai solusi (nature based 
solution), juga pelibatan masyarakat melalui program padat 
karya dalam pelaksanaannya.
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Majalah Marves - Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan 
Paris (Paris Agreement- COP 21) melalui Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2016. Indonesia juga telah menetapkan 
target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% 
pada tahun 2030 dalam Nationally Determined Contribution 
(NDC). Salah satu sektor penghasil emisi GRK terbesar 
adalah sektor energi. Selaras dengan tujuan mengurangi 
emisi GRK dan ketahanan eenergi, pemerintah Indonesia 
menetapkan bauran energi 23% berasal dari energi baru 
terbarukan (EBT).

Biomassa merupakan salah satu EBT yang memiliki prospek 
menjanjikan. Biomassa yang berasal dari limbah industri kayu 
atau tegakan tanaman energi (tanaman kayu yang 
menghasilkan kalor mendekati batu bara) diproses menjadi 
pelet kayu dan serpih kayu (wood pellet dan wood chip). 
Wood pellet dan wood chip selanjutnya dapat dimanfaatkan 
sebagai co-firing batu bara, bahan bakar industri 
boiler,sampai penghangat (heater).

Menindaklanjuti kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk 
Pengembangan Energi Biomassa, Deputi Bidang Koordinasi 
Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan 
berbagai rangkaian kegiatan terkait dalam mengawal isu ini. 
Rapat teknis, Webinar, hingga kunjungan kerja terus di 
lakukan demi terciptanya aksi nyata dari penggunaan energi 
biomassa di Indonesia. Webinar yang diselenggarakan 
bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Perhutani dan Kementerian Perdagangan dibuka untuk 
umum bertujuan untuk memberikan berbagai informasi dan 
mewujudkan visi misi bersama ini. Berbagai rangkaian rapat 
teknis juga terus dilaksanakan, dan kunjungan kerja ke 
berbagai pemangku kepentingan lainnya juga terus 
digencarkan secara masif. Diperlukan pula pengawalan ketat 
terkait regulasi yang terus diusahakan secara kolaboratif oleh 
berbagai Kementerian/Lembaga terkait. 

“Kita tahu bahwa biomassa ini begitu menjanjikan. Kuatnya 
komitmen Kemenko Marves dalam mengawal isu ini dapat 
dilihat dari bersinerginya dua deputi, yaitu Deputi 
Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan bersama Deputi 
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk 
membahas isu ini,” ucap Deputi PLK Nani Hendiarti. 
Menurutnya, setelah KLHK mengalokasikan lahan seluas 11 
juta Ha, sekarang diperlukan usaha untuk menjawab target 
bauran energi sebesar 23 persen yang berasal dari energi 
baru terbarukan (EBT) dalam RUEN (Rencana Umum Energi 
Nasional) dan menjawab target yang telah ditetapkan dalam 
penurunan emisi GRK sebesar 29 persen pada tahun 2030.

Menjawab isu bahwa industri biomassa wood pellet memicu 
deforestasi, Deputi Nani menegaskan bahwa pengelolaan 
Kawasan hutan untuk pengembangan energi biomassa 
bukanlah deforestasi. “Biomassa yang berkualitas, berasal 

dari tanaman yang memiliki kalor tinggi, limbah industri kayu 
yang diolah hingga dapat menghasilkan kalor sekitar 4200 
kkal/kg”. Biomassa memang memiliki kalor hampir 
menyamai batu bara tapi emisi CO2 yang dihasilkan sepuluh 
kali lebih rendah. “Pemanfaatan biomassa pada co-firing 
pembangkit listrik, tentu mendukung tujuan clean energy 
dan renewable energy,” tegasnya.

Uni Eropa mengkategorikan biomassa wood 
pellet/woodchip bersifat netral karbon. Eropa, Korea Selatan 
dan Jepang telah menjadi negara tujuan ekspor produk 
wood pellet Indonesia. “Co-firing biomassa mengurangi 
emisi CO2, memasukkan sumber energi terbarukan yang 
andal ke dalam pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan 
yang ada, dan memberikan nilai tambah produk sampingan 
kehutanan dan nilai tambah dari limbah produk kehutanan,” 
tegas Deputi Nani. 

“Menurut Menteri LHK, dari keseluruhan 11 juta Ha Hutan 
Tanaman Industri (HTI) yang bisa dipakai sekitar 400 ribu ha 
pada 2021-2024 sebagai simber energi biomassa,” Lanjut 
Asdep Nani. Namun demikian, ada beberapa permasalahan 
yang berhasil diinventarisasi dari penggunaan energi 
biomassa ini. Salah satunya, harga pellet kayu yang belum 
kompetitif. Menyikapi kondisi ini, dibutuhkan beberapa 
strategi pengembangan seperti integrasi kebijakan sektor 
kehutanan dan energi, ketersediaan lahan, pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan tanaman bersifat multi dimensi dan 
menghasilkan multiproduk (bioenergi) yang membutuhkan 
integrasi multisektor (hulu dan hilir). “PLTU mampu 
mengatur standar harga wood pellet, memanfaatkan limbah 
perusahaan penggergajian kayu untuk meningkatkan 
kapasitas produksi pellet, dan melakukan penelitian 
woodchips untuk Co-Firing PLTU,” ungkan Deputi Nani.

Sebagai usulan program, Pengembangan program “Forest 
for Energy” (FfE) sebagai diversifikasi Produk Kehutanan 
kayu dan HHBK. Perlu didorong pula pembentukan Hutan 
Tanaman Energi (Energy Plantation Forest (EPF) dengan 
dukungan regulasi terkait. Memperkaya diskusi yang ada, 
turut hadir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perwakilan 
Pemerintah Daerah, APHI, Korea-Indonesia Forest Center, 
serta perwakilan dari PT Johnlin Agro Mandiri. “Energi 
Biomassa adalah sesuatu yang dihasilkan dari fotosintesis, 
sehingga mereka sangatlah ramah lingkungan dan mampu 
dimanfaatkan dengan maksimal,” tambah Deputi nani.

Kedepannya diharapkan, berbagai usaha terkait regulasi, 
teknis, dan koordinasi akan terus digencarkan demi 
terwujudnya penurunan EGRK. Berbagai usaha ini tentu 
tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya sinergitas dan 
kolaborasi yang kuat dari berbagai K/L yang ada. 

Pemanfaatan Biomassa Sebagai 
Alternatif Bahan Bakar Fosil
Untuk Mencapai Target Bauran EBT Tahun 2025
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Biomassa yang berasal dari 
limbah industri kayu atau 
tegakan tanaman energi 
(tanaman kayu yang 
menghasilkan kalor mendekati 
batu bara) diproses menjadi 
pelet kayu dan serpih kayu 
(wood pellet dan wood chip). 
Wood pellet dan wood chip 
selanjutnya dapat dimanfaatkan 
sebagai co-firing batu bara, 
bahan bakar industri boiler, 
sampai penghangat (heater).
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Majalah Marves - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) 
Dewaruci, sebuah kapal layar yang telah mengarungi lautan 
selama 68 tahun dan dimiliki oleh Indonesia. KRI Dewaruci 
merupakan kapal yang diproduksi oleh perusahaan kapal H.C. 
Stulchen & Sohn Hamburg dari Jerman Barat. Kapal ini 
diluncurkan pada tanggal 24 Januari 1953 dan berlayar menuju 
Indonesia pada bulan Juli 1953 yang dilayarkan oleh taruna dan 
kadet Angkatan Laut Republik Indonesia. KRI Dewaruci 
merupakan simbol kebanggaan bangsa Indonesia sebagai 
negara maritim dan dipimpin oleh seorang Komandan Kapal TNI 
Angkatan Laut (TNI AL). Kapal ini memiliki tugas utama sebagai 
kapal pelatihan bagi para taruna dan taruni Akademi Angkatan 
Laut (AAL) Republik Indonesia. Dengan kapal ini, sudah 
terdapat dua pelayaran muhibah keliling dunia, yaitu pada tahun 
1964 dan 2012. Kapal ini juga telah melakukan perjalanan hingga 
41 kali ke luar negeri. KRI Dewaruci pun kerap meraih berbagai 
prestasi bertaraf internasional, seperti Cutty Shark Trophy saat 
Tall Ships Race di Australia tahun 1998. 

Sang Legenda Yang Telah 
Arungi Dunia

KRI Dewaruci

“KRI Dewaruci tidak hanya merupakan sebuah legenda, 
melainkan sebuah legenda yang masih hidup,” jelas 
Komandan Letkol Laut (P) Hastaria Dwi Prakoso. Dengan 
begitu banyaknya negara yang telah dikunjungi, berbagai 
acara dan perlombaan yang diikuti, dan berbagai 
penghargaan yang didapatkan, KRI Dewaruci juga sekaligus 
mampu merepresentasikan kebudayaan Indonesia. 

Menurut Komandan Letkol Laut (P) Hastaria, Nama dari KRI 
Dewaruci diambil dari cerita pewayangan kuno dari Jawa. 
Cerita dimulai dari salah satu sosok dari Pandawa Lima, yaitu 
Bima yang pergi untuk mencari Air Kebenaran Tirta Amerta. 
Pencarian ini dilakukan oleh Bima yang merupakan sosok 
yang haus akan ilmu, berpendirian teguh akan apa yang sudah 
ditentukannya, dan patuh kepada perintah gurunya. Dalam 
proses pencariannya, Bima menghadapi berbagai tantangan 
yang salah satunya adalah tergulung ombak besar dan 
melawan seekor ular naga besar. Setelah berhasil menghadapi 
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ular naga tersebut dan keluar dari ombak besar Bima akhirnya berhadapan dengan sosok kecil seukuran telapak 
tangan, bernama Dewa Ruci. Setelah itu Dewa Ruci meminta Bima untuk masuk ke dalam dirinya yang kecil 
melalui bagian kupingnya dan disanalah Bima menemukan kebenaran, dimana kebenaran yang dicarinya ada di 
dalam dirinya sendiri.

Inilah filosofi yang pada akhirnya diambil oleh KRI Dewaruci sebagai kapal pelatihan taruna dan taruni AAL 
Republik Indonesia, “Mereka yang masuk ke dalam KRI Dewaruci akan menemukan jati dirinya dan kebenaran 
yang sesungguhnya untuk mengarungi samudera. Mereka diharapkan menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, 
dan mau belajar seperti yang Bima lakukan saat masuk ke dalam Dewa Ruci,” ucap Komandan Letkol Laut (P) 
Hastaria menjelaskan asal usul pemberian nama kapal ini.

Jika dibandingkan dengan KRI yang lainnya, KRI Dewaruci merupakan kapal yang tergolong kecil. Kapal ini 
memiliki panjang 49,66 meter dan memiliki lebar 9,5 meter. Selain itu, jika dihitung dari permukaan ke kedalaman 
air, ukurannya adalah 4,6 meter. Dengan ukurang seperti ini, KRI Dewaruci merupakan kapal yang kecil bahkan 
jika dibandingkan dengan kapal lainnya seperti KRI Arung Samudera yang panjangnya masih lebih dari 50 meter. 
Selain nama kapal yang berasal dari kisah pewayangan kuno dari Jawa, tiang-tiang untuk layar kapal juga 
dinamakan dengan nama-nama dari kisah pewayangan tersebut. Ketiga tiang dinamakan Bima, Arjuna, dan 
Yudistira. Ketiganya memiliki pemaknaannya sendiri. 

Tiang paling depan kita namakan tiang Bima dengan tinggi 32,50 meter.. Tiang ini yang paling banyak terkena 
deburan ombak dan untuk itu tiang ini diharapkan menjadi tiang yang kuat, sesuai dengan Bima yang memang 
terkuat dari antara Pandawa Lima. Kemudian tiang tengah, yaitu tiang Arjuna dengan tinggi 35,87 meter. Dia 
adalah tokoh yang paling sakti dan diharapkan tiang tengah ini juga sama saktinya untuk menjaga kapal agar 
tetap kokoh dan seimbang selama berlayar di lautan. Tiang yang terakhir dan paling dekat dengan komandan, 
yaitu tiang Yudistira dengan ketinggian 33,25 meter. Tokoh yang paling bijaksana, sehingga diharapkan 
kebijaksanaan Yudistira mampu diikuti oleh siapapun yang menjadi komandan kapal KRI Dewaruci. Selain itu, 
ketiga tiang tersebut juga melambangkan Indonesia yang berdaulat atas tiga wilayahnya, yaitu Barat, Tengah, 
dan Timur. Melalui tiang-tiang ini, terdapat layar yang membantu kapal untuk berlayar. Kapal ini memiliki 16 layar 
yang bisa dikembangkan dan luas untuk total layarnya, yaitu 1.091 meter persegi. 

Selama proses berlayar, kapal ini sudah menjalani berbagai macam pemeliharaan kapal. Dalam sebuah sistem 
pemeliharaan kapal terdapat apa yang disebut dengan sistem pemeliharaan terpadu. Sistem pemeliharaan 
terpadu terbagi menjadi, pemeliharaan organik yang melibatkan para anak buah kapal yang dilaksanakan setiap 
hari di atas kapal. Selain itu ada juga pemeliharaan dengan menggunakan bantuan dari pihak ketiga. 
Pemeliharaan jenis ini harus dikerjakan oleh pihak ketiga, karena ukuran dari kapal yang membutuhkan banyak 
tenaga ahli, seperti docking kapal atau penggantian rangka kapal. 
“Semua jenis pemeliharaan kapal ini diperlukan, supaya kapal tetap terjaga dan terawat,” ungkap Komandan 
Letkol Laut (P) Hastaria. 

Melalui KRI Dewaruci, sudah banyak taruna dan taruni AAL yang berhasil menjadi pelaut handal. KRI Dewaruci 
menjadi saksi tumbuhnya tunas baru pelayar handal dari Indonesia. Hampir semua angkatan yang berada dalam 
AAL pernah menaiki KRI Dewaruci. Untuk saat ini, kira-kira sudah ada 65 angkatan Pelayaran yang ditempuh oleh 
taruna dan taruni AAL juga cukup beragam. Ada yang pelayaran sebentar sekitar 1 bulan atau yang lama di 8 
bulan sampai 1 tahun.

Pelayaran yang memakan waktu cukup lama ini terkadang menimbulkan banyak rasa bosan di atas kapal. 
Komandan Letkol Laut (P) Hastaria menceritakan juga berbagai macam hal yang bisa dilakukan di atas kapal 
untuk mengusir rasa bosan.

“Sebagai seorang manusia rasa bosan itu pasti ada, apalagi yang kita lihat hanya itu-itu saja. Untuk itu kita juga 
sering mengadakan kegiatan di kapal untuk mengusir rasa bosan. Hal yang paling umum biasanya seperti 
berolahraga, bernyanyi bersama, atau menonton film bersama. Kegiatan yang paling menarik pastinya adalah 
memancing ikan. Itu pasti setelah dipancing, langsung saat itu juga kita bakar ikannya dan makan 
bersama-sama,” kata Komandan Letkol Laut (P) Hastaria sambil tertawa menceritakan pengalaman di atas kapal.
Tidak lupa, beliau juga bersyukur telah diberi anugerah untuk berlayar bersama KRI Dewaruci, karena selalu 
mendapatkan pengalaman baru. “Berlayar dengan KRI Dewaruci merupakan sebuah anugerah besar bagi saya. 
Kapal ini kecil, tetapi sudah melalui lautan-lautan yang besar seperti Samudera Hindia, Pasifik, dan Atlantik. KRI 
Dewaruci membuat saya bisa melihat dunia,” ujarnya.

Untuk sekarang KRI Dewaruci hanya berlayar di kawasan perairan laut Indonesia. Tugas pelayaran panjang atau 
biasa disebut Kartika Jala Krida sudah digantikan oleh KRI Bima Suci. Walaupun begitu, tugas KRI Dewaruci 
sebagai kapal pelatihan taruna dan taruni masih tetap dipegang oleh kapal ini. Selain itu, KRI Dewaruci juga 
memiliki tugas lainnya yaitu berlayar keseluruh pelosok Indonesia untuk mengenalkan kapal ini di masyarakat 
dan menjadi duta maritim Indonesia. “Sekarang kita tugas kami juga untuk mengenalkan KRI Dewaruci ke 
seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Komandan Letkol Laut (P) Hastaria.

Sebagai sang legenda, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia terus menantikan kiprah dari KRI 
Dewaruci itu sendiri. Kapal ini memiliki daya pikatnya yang begitu menarik, sehingga mampu menciptakan rasa 
bangga bagi seluruh masyarakat Indonesia dan rasa takjub bagi seluruh masyarakat dunia yang melihatnya.
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